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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALI MANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 59 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BARANG MIUK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengadministrasian, penertiban, 

pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara 

dipandang perlu membentuk Tim Internal Pengawasan 

dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam 

keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 

melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan 

pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Internal 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Timur; 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4286); 



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523) 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

757) 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor; 165/PMK.06/2021 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
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